PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 8 TAHUN 1961
TENTANG
PERATURAN KENDARAAN BERMOTCR M LI K NEGARA UNTWK O NAS-O NAS ST Pl L

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :
a. perl u nengdakan peraturan tentang penertiban kendaraan bernotor mlik
Pener i nt ah;

b. perlu nengganti Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 1952, tentang
Peraturan kendaraan bernotor S pil, karena tidak sesuai |agi dengan
keadaan

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nonor 10 Prp. Tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960

Noror 31);
Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 25 Maret 1961 ;
MEMUTUSKAN :
Pert ana:

Mencabut Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 1952 dan |ain- |ain peraturan
yang bertentangan dengan Peraturan Presi den tersebut di banah ini:

Kedua :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERATURAN KENDARAAN BERMOTCR M LI K NEGARA UNTWK
DO NAS-D NAS S PI L.

Pasal 1.

Yang di naksud dengan kendaraan bernmotor mlik Negara dal am peraturan
ini ialah kendaraan bernotor mlik Negara, yang di pergunakan ol eh instansi
sipil dan dal am pasal - pasal sel anj ut nya di sebut kendaraan ber not or.

Pasal 2.

Menteri Perhubungan Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata setel ah
nendengar  Menteri Keuangan nenetapkan peraturan-peraturan tentang
penbel i an, penggunaan, penyinpanan dan penel i haraan kendaraan ber notor,
t er masuk perat uran-perat uran pool dan perbengkel an.

Pasal 3.

Ment eri Keuangan bersana Menteri Per hubungan  Darat, Pos,
Tel ekomuni kasi dan Pariw sata nel aksanakan ketentuan pada pasal 2 untuk
keperluan instansi-instansi dan badan-badan Penerintahan sipil yang tidak
t ermasuk sesuat u Depart enen.



Pasal 4.

Tiap Departenen nel aksanakan ketentuan pada pasal 2 tentang
penbel i an, peneli haraan dan penggunaan kendaraan bernotor untuk keperl uan
nasi ng- nasi ng departemen dan jawatannya, kecuali daer ah- daer ah ot onom
per usahaan- per usahaan nenurut |.B.W dan perusahaan negara nenurut |.B W
dan Uhdang-undang Nonor 19 Prp tahun 1960.

Pasal 5.

Tiap-tiap Departenen waj i b nendaft arkan senmua kendaraan ber not or yang
dibelinya pada Departenmen Perhubungan Darat, Pos, Tel ekonunikasi dan
Pariw sat a.

Tiap-tiap perobahan status/tenpat penakai an kendaraan bernot or
di beritahukan kepada dan disetujui ol eh Departenen Perhubungan Darat, Pos,
Tel ekomuni kasi dan Pariw sat a.

Pasal 6.

Penbel i an kendaraan bernotor di sel enggarakan setel ah disetujui |ebih
dahulu oleh Panitia Penbelian, yang terdiri dari wakil-wakil Departenen
Keuangan, Departenen Perhubungan Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata
dan Departenen Perindustrian Dasar dan Pertanbangan.

Pasal 7.

Peraturan nengenai pengawasan dan penggunaan kendaraan ber notor
di j al anan unum di t et apkan ber sana- sama ol eh Menteri Perhubungan Darat, Pos,
Tel ekonuni kasi dan Pariw sata dan Menteri Kepal a Kepol i si an Negar a.

Pasal 8.

Barang siapa nel akukan perbuat an- perbuat an yang bertentangan dengan
peraturan-peraturan nengenai penggunaan, penyi npanan dan peneli haraan
kendaraan bernotor, termasuk peraturan- peraturan nmengenai pool dan
Per bengkel an, yang nengaki bat kan sesuat u yang nerugi kan Negara, bertanggung
jawab  sepenuhnya  nenur ut peraturan-peraturan dalam Unhdang- undang
Per bendahar aan Negar a.

Pasal 9.

(1) Untuk kendaraan-kendaraan bernotor mlik daerah otonom perusahaan-
perusahaan Negara nenurut |.B.W dan Unhdang- undang Normor 19 Prp
tahun 1960 di adakan peraturan-peraturan tersendiri yang sesuai dengan
Peraturan ini.

(2) Ketentuan-ketentuan ternmaksud dalam pasal 8 Peraturan ini berlaku
juga bagi kendaraan-kendaraan bernotor ternmaksud pada ayat (1)
di at as.

Pasal 10



Menteri Perhubungan Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata setel ah
nendengar Menteri Keuangan di beri wewenang nengadakan peraturan dal am hal -
hal yang tidak dinmuat dalam Peraturan Presiden ini dan nenberitahukannya
sel ekasnya kepada Dewan Pengawas Keuangan;

Pasal 11.

Selama belum ada peraturan-peraturan yang disandarkan pada Peraturan
Presiden ini, maka senua peraturan yang sudah ada tetap berlaku dengan
ket ent uan, bahwa wewenang unt uk el aksanakannya di | akukan ol eh Menteri atau
Menteri yang ber sangkut an yang di tunj uk dal am Peraturan Presiden ini.

Pasal 12.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pej abat Presi den Republik I ndonesi a

Ttd.
DIUANDA
DO undangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pej abat Sekretaris Negara
ttd.
SANTCBO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCR 8 TAHUN 1961
TENTANG

PERATURAN KENDARAAN BERMOTCR M LI K NEGARA UNTWK
O NAS-D NAS S PI L.

UMM

Berl ainan dengan Peraturan Penerintah Nonor 39 tahun 1952, naka dal am
peraturan ini hanya diatur soal-soal.pokok yang nengenai kendaraan-
kendar aan di nas saj a.

Per at ur an- per at ur an t ent ang:

a) "penbel i an kendaraan di nas secara sewa-beli ol eh peganai Negeri" dan

b) "penberi an tunjangan-nobil kepada pegawai Negeri" tidak |ag di nuat
dal am perat uran baru ini.



Seperti diketahui pel aksanaan peraturan penjual an kendaraan ber not or
secara sewa-beli sejak 1 Mi 1958 sudah ditunda. Mengingat al asan yang
nenyebabkan penundaan itu sebai knya peraturan tersebut di hapuskan saj a.

Mengenai peraturan ternmaksud dal amayat (b) di atas perlu dij el askan,
bahwa di dalam "Peraturan Perjalanan Dnas Dalam Negeri" Peraturan
Penerintah Nonor 33 tahun 1955 (Lenbaran Negara Nonor 77) juga sudah ada
peraturan nengenai penberian tunjangan nobil kepada pegawai. Peraturan
tersebut dapat diatur kermudian dan disesuai kan dengan keadaan sekarang
sehingga pencabutan peraturan dinmaksud diatas tidak akan neninbul kan
kesul i t an.

Menurut Peraturan Penerintah Nonor 39 tahun 1952 anggaran untuk
penbel i an serta penbi ayaan expl oitasi kendaraan bernotor mengangkut orang
di pusat kan dal am anggaran Departenen Keuangan. Akibat dari penusatan ini,
naka penbelian dan pengurusan kendaraan-kendaraan bernotor yang berada
dal am pengawasan dan penakai an Departenen-departenen dan Kantor-kantor
daerahnya, |angsung nenjadi tanggung jawab Menteri Keuangan sel aku Menteri
yang nengawasi dan nenpertanggung-j anabkan pel aksanaan anggaran Departenen
Keuangan.

Sebai knya para Menteri, Kepal a Departenen yang nengatur dan nengawasi
penakai an kendar aan-kendaraan yang berada pada Departenen terikat pada
anggar an yang di sedi akan ol eh Departenen Keuangan dan sel alu berada dal am
pengawasan Jawat an Perjal anan dari Departenen Keuangan yang di serahi tugas
untuk nmengurus soal kendaraan bernmotor mlik Penerintah. Ilkatan ikatan itu
sering di pandang sebagai kekangan yang dapat nenper| anbat pel aksanaan tugas
Depar t enen- depar t enen yang ber sangkut an.

Maka dari itu sistimyang ditetapkan dal am Perat uran- Peneri ntah Nonor
39 tahun 1952 tersebut diatas dipandang tidak sesuai |agi dengan keadaan
dan perlu dirubah sesuai dengan maksud dari - pada rencana retool i ng aparat ur
Negar a.

Dalam Peraturan Presiden baru ini kepada Departnen-departenen
di beri kan kel el uasaan untuk nencantunkan dal am anggaran-bel anja j untah-
jumah yang diperlukan untuk penbelian dan exploitasi kendaraan-kendaraan
yang di but uhkan. Dengan dem ki an naka kesul itan-kesulitan seperti tersebut
di atas di harapkan tidak akan tinbul |agi, dan para Menteri dengan perubahan
tersebut akan dapat nenyesuai kan keperluan kendaraan serta penggunaannya
sej al an dengan pertunbuhan or gani sasi Depart enennya.

Untuk nenjaga agar supaya ada keseraganan dal am penggunaan dan
penel i haraan kendaraan bernotor mlik Penerintah nmaka Menteri Perhubungan
Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata di beri wewenang untuk nenet apkan
peraturan-peraturannya. D sanping itu karena soal-soal tersebut secara
| angsung ber sangkut paut dengan keuangan Negara, naka dalamhal ini Menteri
Keuangan harus di dengar pendapat nya terl ebi h dahul u.

Sel anjutnya untuk nenuju pada standardi sasi nerk kendaraan dan juga
untuk nenghi ndarkan kenmungki nan penborosan dal am penbel i an kendaraan
bernot or, maka perlu di bentuk sebuah badan koordinasi terdiri dari wakil -
wakil dari beberapa Departenen yang konpeten dalam soal ini untuk



nenent ukan nerek dan type kendaraan yang dapat dibeli ol eh Departenen-
depart enen.

Selain dari itu Peraturan Presiden ini dinmuat juga beberapa peraturan
yang ditetapkan oleh Peperpu dahulu yang dipandang nasih perlu untuk
di pert ahankan dem penerbi tan penggunaan kendar aan ber not or.

Akhirnya perlu dijel askan bahwa kendaraan-kendaraan bernotor untuk
keperl uan Kkhusus, seperti kendaraan-kendaraan dinas Paduka Yang Milya
Presiden, para Mnteri dan lain-lain penjabat-tinggi Negara, serta
kendar aan- kendar aan unt uk keper | uan konper ensi - konper ensi besar, peneri naan
tanu-tamu Negara dan lain-lain dinasukkan dalam anggaran Departenen
Keuangan agar supaya | ebi h nudah dapat diatur pengurusannya dal am hubungan
kebi j aksanaan unum pel aksanaan Anggar an Bel anj a dan Pendapat an Negar a.

PASAL DEM PASAL.

Dengan dicabutnya Peraturan Penerintah Nonor 39 tahu 1952 naka
per at ur an- per at uran yang ber hubungan dengan dasar-dasar dari pada peraturan
ini dengan sendirinya di nyatakan tidak berlaku | agi .

Pasal 1.
Qukup j el as dal am penj el asan unum

Pasal 2.
Qukup j el as dal am penj el asan unum

Pasal 3.
Qukup j el as dal am penj el asan unum

Pasal 4.
DO sanping apa yang sudah dijel askan dal am penj el asan umum nengenai
pasal ini, perlu juga diterangkan bahwa soal -soal pengurusan "pool "
kendaraan dan perbengkel an dipandang perlu untuk diatur dalam
per at ur an- per at uran yang seragam

Pasal 5.

Pasal ini di nasukkan supaya ada satu instansi yang setiap waktu dapat
nenberi kan bahan-bahan penerangan nengenai kendaraan bernotor kepada
Penerintah. Qeh karena Departenen Perhubungan Darat, Pos , Tel ekonuni kasi
dan Paraw sata nenpunyai Jawatan yang khusus nengatur soal-soal yang
ber hubungan dengan urusan pengangkutan dan kendaraan bernotor, mnaka
dipandang lebih tepat bila pendaftaran kendaraan itu dipusatkan pada
Depart enen t er sebut .

Agar supaya maksud dari pasal ini dapat tercapai, naka penggantian
nonor bew js baru hanya dapat di beri kan berdasarkan surat keputusan Menteri
Per hubungan Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sat a.

Pasal 6.

Qukup j el as dal am penj el asan unum



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1.

Pasal ini adalah salah satu dari peraturan Peperpu dahulu yang
nengi ngat nanfaatnya dan dem Penertiban penggunaan kendaraan di nas
perlu ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini. Adapun Peraturan-
per at uran pel aksanaannya di serahkan kepada para Menteri yang konpet en
dal amsoal itu.

8.

Sanksi admnistratip yang di t et apkan dalam  Uhdang- undang
Per bendaharaan Negara nengenai penyal ah-gunaan barang-barang mlik
Negara perlu dicantunkan dalam pasal ini, agar jelas bag setiap
pi hak yang ber sangkut an.

0.

Seperti hal nya dengan pasal 8, nmaka ayat (1) pasal ini adal ah satu
ketentuan dal am peraturan Peperpu dahulu, yang nelihat nanfaatnya
perl u di cant unkan dal am Peraturan Presiden ini.

Maksudnya ial ah supaya Badan- badan yang konpeten nmasi ng- nasi ng
nenbuat peraturan-peraturan sendiri yang sesuai dengan Peraturan
Presiden ini. Ayat (2) pasal ini dimaksudkan supaya wewenang

pej abat - pej abat di naksud dal am pasal 8 berlaku terhadap kendaraan
di maksud, karena pada hakekat nya kendaraan-kendaraan itu juga adal ah
mlik Negara

1Q

Kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Tel ekonuni kasi dan Pariw sata
yang akan nenet apkan sebagi an besar dari peraturan pel aksanaan
Peraturan , Presiden ini perlu diberikan wewenang untuk nengatur
soal -soal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini dan juga
untuk nenganbil keputusan dalam hal-hal yang luar biasa. Karena
tindakan-tindakan itu pada unummya nenyangkut soal -soal keuangan,
naka perlu terlebi h dahul u di dengar pendapat Menteri Keuangan.

11.

Sebagai perat uran-peraturan peralihan perlu ditetapkan, bahwa sebel um
ada perat uran-peraturan penggantinya, semua peraturan-peraturan yang
tel ah di buat ol en Departenen Keuangan, Departenen Perhubungan Darat,
Pos, Tel ekonuni kasi dan Paraw sata serta Peperpu sebel um ber| akunya
Perat uran Presi den di nyat akan tetap berl aku.

Akan tetapi , sesuai dengan dasar-dasar dari pada Peraturan baru ini,
wewenang serta tanggung-jawab atas tertibnya pel aksanaan peraturan
di naksud beralih kepada Menteri yang bersangkutan dal am peraturan
baru ini.
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